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SALINAN
RS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2\

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata-Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan

Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden

Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasaman Barat tentang Pedoman Teknis

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat,

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Dalam

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun

2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

1Mengingat

Gubernur...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSANKoMISIPEMILIHANUMUMKABUPATENPASAMANBARAT

NoMoR 3 I PP.o6.2-Kpt I t3t2 I KPU-Kab I t I 2o2O

TENTANG

PEDoMAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PASAMAN BARAT TAHUN 2O2O
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Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagimana stelah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 20 15 tentang Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130' Tambahan

Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5859);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2Ol7 Nomor 182' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3.PeraturanKomisiPemilihanUmumRepubliklndonesia
Nomor 3 Tahun 20 15 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota' pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan' Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara daiam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubernur' Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566)

sebagaimana telah beberapa kali diubah' terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2Ol7 tertang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tata Kerja Komi'si Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi"'
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Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/ Kota, pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemiiihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara' dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum'

Komisi Pemilihan Umum Provinsi' dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2O1g tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2}lg tentang Tahapan' Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 151 1);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pasaman Barat Nomor 1 15/HK'03'1-Kpt/ 1312/KPU-

Kablxll2olg atas perubahan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor

112 lHK.O3.l-Kptl l3L2 IKPU-Kab lXl 2Ot9 tentang

Pedoman Teknis Tahapan' Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Pasaman Barat Tahun 2020;

Acara Nomor 7 lPP.06-8Al r3r2lKPU-Kab ll l 2o2o
Memperhatikan Berita

tanggal

Teknis

14 Januari 2O2O terrtarrg Penetapan Pedoman

Pembentukkan Panitia Pemilihan Kecamatan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

serta BuPati

2020.

dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun

MEMUTUSKAN



Menetapkan

KESATU

KETIGA

KEEMPAT

Salinan Sesuai Dengan AslinYa
KOMIS UMUM

BARAT

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PASAMAN BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PASAMAN BARAT TAHUN 2020.

Menetapkan Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasaman Barat da-lam Pembentukan Panitia

Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati

Pasaman Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini'

Menetapkan bentuk dan jenis formulir untuk keperluan

pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan' sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini'

Menetapkan Format Administarsi Seleksi Calon dan Format

Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III dan IV Keputusan ini yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini'

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

t

ZAI
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KEDUA

DitetaPkan di SimPang EmPat

pada tanggal 14 Jan:uar^ 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd

AL HARIS



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAI}UPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 3 /PP.06.2-Kpt/ 1372 /KpU-Kab /t /2o2o
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT DAIAM
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKII-
BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2O2O

PEDOItr,AI{ TEXNIS PEMBENTUITAT{ PANITIA PEMILIIIN{ IITCAIYIATAN

PEMILIITAN GUBERTTUR DAIT WAKIL GUBERITUR SUMATERA BARAT,
SERTA BUPATI DAN WAXIL BUPATI PASAMAN BARAT TAIIUN 2O2O

BAB I
PEI{DAHULUAIT

I. LATAR BELAI(ANG

Pemilihan Serentak merupa_kan sa,rana perwujudan kedaulatan rakyat
untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan

Pancasila dan Undalg-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas,

ra-hasia jujur dan adil dapat terwujud apabila diselenggarakan oleh

penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas dan

akuntabilitas.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan penyelenggara

pemilihan yang memegang peran€rn penting dalam mensukseskan

Penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamataa (PPK), Panitia

Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

(KPPS) merupakan amanat pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggalti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2Ol4 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Menjadi Undang-Undang sebagai salah satu tahapan persiapan dalam

penyelenggaraan Pemilihan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka

diperlukaa pembentukan PPK seca-ra transpa-ran, obyektif dan akuntabel.

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahaa Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Keq'a Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

1



Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota'

Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis

disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam

Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020

DASAR ITUKTM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Paraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagimana telah beberapa kali diubah' terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur'

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5859);Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182' Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum' Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemiiihan

Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara' dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

wakil Gubernur, Bupati dan wak, Bupati dan/ atau warikota dan wakil

Walikota. 
z

perlu

Barat

II
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3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 15 1 1);

5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2254/PP.O4.2-

SD/01/KPU/X[I|2OL9 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat

Ketua KPU Nomor 22281PP.04.2-SD/01/KPU/XI\l2019 tanggal 6

Desember 20l9 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP

dan KPPS pada Pemilihan Serentak tahun 2020 Serta Surat Edaran

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 / PP .O4 .2-SD I OL IKPU ll I 2O2O tanggal

10 Januari 2O2O tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020'

III. TUJUAN

T\rjuan pen5rusunan pedoman teknis ini untuk memberikan pedoman

dan penjelasan bagi KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan

kegiatan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan

Gubernur dan wakil Gubernur sumatera Barat serta Bupati dan wakil

Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

tV. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses

pembentukan Panitia Pemilihan Kecarnatan pada Pemilihan Gubernur dan

wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2o20

dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Keanggotaan PPK.

2. Persyaratan menjadi Anggota PPK'

3. Pembentukan PPK.

4. Penetapan dan Pelantikan Anggota PPK

5. T\rgas KPU Provinsi dalam pembentukan PPK'

6. Tr:gas KPU Kabupat en fKota dalam pembentukan PPK

7. Pemberhentian Pengantian Antar Waktu Anggota PPK

8. Pembentukan Sekretariat PPK

9. Jadwal pelaksanaan

3



A.

B

BAB II

PEMBENTUI(AN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Keauggotaan dan Masa Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Susuna!, Pembentukan dan Maaa Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPKI

Persyaratan MenJadi Anggota PPK

1. Syarat dan kelengkapan dokumen untuk menjadi anggota PPK sebagai

berikut:

c

4

Masa TugasMekanisme
Pemilihan

AnggotaUraianNo

Dibentuk Paling
lambat 6 (enam)
bulan sebelum
pemungutan
suara dan
dibubarkan 2
(dua) bulan
setelah
pemungutan
suara.

Diangkat dan
diberhentikan
oleh KPU
Kabupaten/Ko
ta.

5 (Lima) orang
Untuk PPK,
dengan
memperhatikan
30 o/o

keterwakilan
perempuan'

PPKI

Masa Tugas
an

Mekanisme
Pen

KeanggotaanSekreta-riatNo

9 Bulan,
dibentuk
paling lama 7
(tujuh) hari
setelah
pelantikan
anggota PPK

dialgkat oleh
Bupati/Walikota
(SK
Bupati /Walikota)

Sekretariat PPK1. 1 (satu) orang
Sekretaris.

2. I (satu) orang staf
urusan Teknis
PenYelenggaraal '

3. I (satu) orang staf
urusan tata usaha,
keuangan dan
lo tik emilihan.

PPK1

an dokumenKelenPers aratan
Foto coPY Kartu Tanda
Penduduk elektronikWarga Negara Ina donesia;

Foto coPY Kartu
Penduduk elektronik
Surat PernYataan

b

C

iujuh belas)Berusia Paling rendah 17 (

tia

lik
hi

untah asardaebSac sila garPanadaeS kep
aarN SarDanU dn cUareN ga

4I 51nuahTslaenodInkbuRep
eSod nnubRetuan pS KeaN gat
c tatacdanakIna Tuen kn ggaB

5491StuS7 AIS IaklamPro Surat Pernyataanpribadi Yangd tas1ntegrlnumeM yaLp
d iadr anuutaku

Tanda

ndang-



e Tidak menjadi anggota Partai Politik
yang dinYatakan dengan surat
pernyataan Yang sah atau Paling
iingkat 5 tahun tidak menjadi anggota
pariai potitik yang dibuktikan dengan

Surat Keterangan dari Pengurus
an bersan tan

Surat pernYataan dan f
atau Surat Keterangan

5

Surat Pernyataan dan
atau Surat Keterangan

Tidak menjadi tim kamPanYe
Pemilihan Yang dinYatakan
surat pernyataan Yang sah "l"Y
paling iingtat 5 (lima) tahun tidak lagi
meniiai tim kamPanYe Peserta
pe-ilih"t, Yang dibuktikan dengan

surat keterangan dari pengurus partai
politik dan tim kamPanYe sesual

f. peserta
dengan

tanntin
Foto coPY Kartu Tanda
Penduduk elektronikBerdomisili dalam wilayah kerja PPK

Surat keterangan
kesehatan dari
Puskesmas atau rumah
sakit.

h Mampu secara Jasmani dan rohani ;

Surat pernyataan
Bebas dari PenY narkotika,alahgunaan
Psikotro ika dan Zal Adiktif lainn a

Foto coPY tjazal: se

menengah atas/ atau
sederajat atau rjazah
terakhir Yang
dilegalisasi oleh Pejabat
yang berwenang "!"Ysurat keterangan dan
lembaga Pendidikan
yang menYatakan
bahwa Yang
bersangkutan sedang

kolah

men aiani endidikan

J
alindid

raJ

ahoSCkndahrekann pBerpe
tadeuta SEaStaanm en gah

Surat Pernyataanidan rrJ araaId pernah pdakTi pe
anan vStuu engadilankan pasarrbe d p

ukumhtankuakehlemeroemahIte akdntilakukanmeakarentat p
adandcam pd lan enganidana yangp

hebuan tautahIim5arn a
dijatuhi s

tetap olehpemberhentian
KabuPaten / Kota

anksi
KPUTidak Pernah

Kehormatan P Pemilu
danl atau Dewan

Surat Pernyataanernah me
abatan Y

njabat 2
ang sam

(dua) kali
a sebagaim belum P

dalam j
ta PPKan

dalamiidak berada

a Pemilu Pemilihanen le
denganperkawinan

ikatan
sesama

Surat Pernyataandan
menuliso

uankemam puemM ya1p
aCabmemdalamancakake p

Surat PernYa@an

I

k.

Surat PernYataan
l.

n.



dan berhitung

o Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup
serta ditanda tangani.

o Surat Pendaftaran satu lembar dan bermaterai cukup serta ditanda
tangani.

r Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua KPU Pasaman

Barat bermaterai cukup serta ditanda tangani'
. Pas photo berwarna 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
. Dalam pemenuhan surat keterangan kesehatan, KPU

Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan dinas yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan/ dinas
kesehatan setempat untuk mendapatkan puskesmas/rumah sakit
yang ditunjuk.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sebanyak 2 (dua)

rangt<ap yang terdiri dari 1 (satu) dokumen. asli untuk diserahkan

f..piaa Xi'U KabupatenTKota dan 1 (satu) salinan sebagai arsip calon

anggota PPK
eefferahan kelengkapan dokumen dapat diantar langsung/dikirim
kesekretariat KPU Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan khusus persyaratan Anggota PPK Penghitungan 2 (dua) kali

masa jabatan yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut

sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan pemilihan DPR dan DPRD'

pemilihan umum Wakil Presiden dan Wakil Presiden' pemilihan

Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau

Waliko dan Wakil Walikota dengan perioderisasi sebagai berikut:

a) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008

b) periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013

c) periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2Oi8

d) periode keempat dimulai tahun 2019 hingga tahun 2023'

3. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta

yang mendaftar atau kurang dati 2 (dua) kali jumlah PPK yang

dibutuhkan, KPU Kabupaten Pasaman Barat membuka perpanjangan

waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari'

4. Dalam hal persyaratan beium pernah menjabat 2 (dua) kali berturut-

turut sebagai anggota PPK tidak dapat dipenuhi' KPU Kabupaten

Pasaman Barat dapat berkerjasama dengan lembaga Pendidikan atau

tenaga pendidik, komunitas peduli pemitu dan demokrasi' organisasi

profesi dan/ atau organisasi kemasyarakatan non partisan'
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5. Persyaratan tidak berada datam ikatan perkawinan dengan sesama

penyelenggara pemilu/ Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) antara sesama Anggota PPK, PPS dan KPPS;

b) antara anggota PPK, PPS} dan KPPS dengan anggota KPU' KPU

Provinsi dan KPU KabuPaten/ Kota;

c) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan dan

Pengawas Pemilu l,aPangan;

d) antara anggota PPK, PPS dan KPPSi dengan anggota Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

6. penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK sepanjang memenuhi

persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota PPK' PPS,

KPPS.

2. Penerimaan Pendaftaran

a. Menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari

setelah pengumuman pendaftaran berakhir;

b. KPU Kabupaten Pasaman Barat membuat rekapitulasi jumlah

pendaftar pada seleksi calon anggota PPK sebagaimana format

terlampir.

c. Apabila sampai pada masa pendaftaran beralhir tidak ada peserta

yang mendaftar atau jumlahnya kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK

yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Pasaman Barat membuka

perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari'

d. Dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir

jumlah peserta yang mendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah

kebutuhan tetapi jumlahnya lebih atau sama dengan 1 (satu) kali

D. PembentukanPPK

DalampembentukananggotaPPK,KPUKabupatenPasamanBarat
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran

Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK, selama 3 (tiga) hari

pada laman KPU Kabupaten Pasaman Barat, media sosial KPU

Kabupaten Pasaman Barat, Papan pengumuman di kantor KPU

KabupatenPasamanBarat,KantorKecamatandantempat-tempatyang

mudah dijangkau atau diakses publik'



kebutuhan KPU Kabupaten Pasaman Barat dapat melanjutkan

proses seleksi.

e. Dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir

tidak ada peserta yang mendaftar, maka KPU Kabupaten Pasaman

Barat bekerjasama dengan lembaga Pendidikan atau tenaga

pendidik, komunitas peduli pemilu dan demokrasi, organisasi

profesi dan/atau organisasi kemasyarakatan non partisan untuk

mendapatkan anggota PPK sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

f. Dalam hal sebagaimana dimaksud huruf e telah dilakukan, calon

anggota PPK tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Pasaman Barat

dapat menujuk anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan.

3. Penelitian Administrasi

a. Melakukan penelitian administrasi te rhadap berkas pendaftaran

calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran

berakhir atau masa perpanjangan pendaftaran berakhir.

b. KPU Kabupaten Pasaman Barat membuat rekapitulasi hasil

penelitian administrasi calon anggota PPK sebagaimana format

terlampir.

c. Mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK pada

laman KPU Kabupaten Pasaman Barat, media sosial KPU Kabupaten

Pasaman Barat, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten

Pasaman Barat, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah

dijangkau atau diakses publik selama 2 (dua) hari setelah penelitian

administrasi berakhir.

4. Seleksi Tertulis

Seleksi tertulis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Seleksi tertulis calon anggota PPK dilaksanakan dalam wilayah

KabupatenPasamanBarat,l(satu)Llarisetelahpengumumanhasil
penelitian administrasi berakhir.

b'KPUKabupatenPasamanBaratmenyiapkanmateriseleksitertulis,
meliputi :

a) Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang

dan kewajiban PPK penelitian syarat dukungan calon

perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan

perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara'

b) Pengetahuan kewilaYahan.
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c. KPU Kabupaten Pasaman Barat menetapkan paling banyak 10

(sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis'

d. Dalam hal terdapat nilai yang sama sesuai dengan poin c diperingkat

10 dan selanjutnya, maka dilakukan penilaian berdasarkan pada:

1) Pengalaman kepemiluan/penyelenggara pemilu, dengan

pemberian bobot nilai sebagai berikut :

Bobot Nilai

KPPS/
Panwas TPS

PPS/
PPL

PPK/
Panwascam

KPU Kab/
Panwas Kab

1 2 4

2) KualifikasiPendidikan

Bobot Nilai

SMA/ Sederajat D.II D.III s.l s.2 s.3

1 2 3 4 5 6

3) KeterwakilanPeremPuan

4) Penyebaran WilaYah

e. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengadministrasikan hasil seleksi

tertulis sebagaimana format terlampir'

f. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan hasil seleksi tertulis

pada laman KPU Kabupaten Pasaman Barat, media sosial

Kabupaten Pasaman Barat, papan pengumuman di kantor

KPU

KPU

Kabupaten Pasaman Barat, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat

yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari

sebagaimana format terlamPir.

5. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I

a. KPU Kabupaten Pasaman Barat membuka masukan dan tanggapan

terhadap seleksi anggota PPK selama 9 (sembilan) hari sejak

pengumuman hasil penelitian administrasi sampai berakhirnya

pengumuman hasil seleksi tertulis'

b. Masukan dan tanggapan dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan

identitas Yang jelas

Elektronik.

KPU Kabupaten Pasaman Barat merangkum masukan dan tanggapan

masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara'

disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk

9
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6. Seleksi Wawancara

Seleksi wawancara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari'

b. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyiapkan materi seleksi

wawancara.

1) Materi seleksi wawancara untuk PPK meliputi :

a) Rekam jejak calon anggota PPK

b) Pendalaman pengetahuan tentang pemilihan yang

mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK' penelitian

syarat dukungan calon perseorangan' teknis pemungutan'

penghitungan perolehan suara' dan rekapitulasi

Penghitungan Perolehan suara;

c) Kemampuan dibidang Teknologi informasi;

d) Klarifrkasitanggaparmasyarakat'

KPU Kabupaten Pasaman Barat mengadministrasikan hasil seleksi
c

wawancara sebagaimana format terlampir'

7. Pengumuman Hasil Seleksi

a. Dalam melaksanakan Pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU

Kabupaten Pasaman Barat :

1. Mengurutkan peringkat calon anggota PPK

seleksi wawancara

Menetapkan anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas;

berdasarkan hasil

2

dan

8

3. Mengumumkan hasil seleksi selama 7 (tujuh) hari

b. Hasil seleksi diumumkan pada laman KPU Kabupaten/Kota' media

sosial KPU Kabupaten Pasaman Barat, papan pengumuman di kantor

KPU Kabupaten Pasaman Barat' Kantor Kecamatan dan tempat-

tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik'

Tanggapan dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat

a. KPU Kabupaten Pasaman Barat membuka masukan dan tanggapan

terhadap hasil seleksi anggota PPK selama 7 (tujuh) hari sejak

pengumuman hasil seleksi wawancara sampai dengan berakhirnya

masa pengumuman seleksi wawancara'
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B. Masukan dan tanggapan dibuat secara tertulis dan dilengkapi

dengan identitas yang jelas disertai fotokopi (artu Tarda Penduduk

Elektronik.

C. KPU Kabupaten Pasaman Barat merangkum masukan dan

tanggapan masyarakat untuk selarfutnya dilakukan klarilikasi

selama 4 (empat) hari.

D. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumlun hasil seleksi paska

klarilikasi tanggapan masyarakat tahap II selama 3 (tiga) hari.

E. Fenetapaa .loa Pelantlha Anggot& PPK

1. KPU Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Keputusan tentang

penetapan dan pengangkatan PPK sebagaimryra tercantum dalam

l,ampiran pedoman teknis ini.

2. Anggota PPK yang dilantik wajib menandatangani pakta intergritas.

F. Pcngganttan Anggota PPII

a. Penberheathn
2) Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:

a. berhalangan tetap;

b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

c. diberhentikan dengan tidak horrnat.

3) Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksu pada angka 1 (satu)

huruf a meliputi keadaan :

a. Meninggal dunia

b. Tidak diketahui keberadaannya

c. Tidak m€unpu melaksanakan tugas secara pennanen

4l Anggota PPK diberhentikal dengan tidak honrrat, apabila :

a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK

b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik

c. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan

yang sah

d. Dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana pemilu dan tindak pidana lainnya

e. Tidak menghadiri rapat yang menjadi tggas dan kewajibannya

selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang tidak jelas
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f. Melakukan perbuatan yang terbulrti menghambat KPU

Kabupaten Pasaman Barat dalam mengambil keputusan dan

penetapan sesuai dengan ketentuan perundang-undalgan

5) Tata cara pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan dengan

tahapan meliputi :

a. Menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;

b. Meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran;

c. Melalrukan klarilikasi;

d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.

6) KPU Kabupaten Pasaman Barat meneliti materi laporan atau

temuan dugaan pelanggaran dan membuat ringkasan hasil

penelitian.

7) Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Pasaman Barat

dapat:

a. menggali, mencari dan menerima nrasukan dari berbagai pihak

untuk kelengkapan dan kejelasan pernahaman laporan:

b. Memanggil Para Pihak,

c. meminta buhi-bukti Pendukung

d. melakukan koordinasi dan/atar.l melibatkan Bawaslu sesuai

dengan tindakannYa

8) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifrkasi, KPU Kabupaten

Pasaman Barat mengambil keputusan.

6. p6nggentian

1. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU

KabupatendenganketentuarranggotaPPK.digantikanolehca]on

anggota PPK peringkat berikutnya hasil seleksi'

2.DalaJlhalperingkatberikutnyatjdaklagimemenuhisyaratsebagai
anggota PPK atau tidak tersedianya calon pengganti antar waktu

dalam peringkat berikutnya, KPU KaLrupaten Fasaman Barat memilih

calon anggota PPK dengan menunjuk maslmrakat setempat yang

memenuhi Persyaratan

G. Jadsrl Pcla,L:lsaas Pomttthln P.sittr Porotlthas {ocesetas (PPKf

Uraiarr Durasi Tanpa
Perpanjangan
Pendaftaran

1 Perrgumuman 3 hari 1 5 s/d 17
Januari 2O2O

No.

Tangsal
Dengan

Perpanjangan
Pendaftaran
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2 Penerimaan
Pendaftaran di KPU
Kabupaten/Kota

7 hari

|) Perpanjangan
Pendaftaran

3 hari 25 sld 27
Januari 2O2O

4 Penelitian
Administrasi

3 hari 25 sld 27
Januari 2020

Pengumuman hasil
penelitian
administrasi

2 h,ari 28 sld 29
J an:uari 2O2O

31 Januari
s/d 1

Februari
2020

6 Seleksi tertulis t hari 30 Januari
2020

2 Februari
2020

7 Pemeriksaan
seleksi tertulis

hasil 3 hari 31 Januari
sld 2
Februari
2020

8 Pengumuman Hasil
Seleksi Tertulis

3 hari 3s/d5
Februari
2024

6s/d8
F ebruari
2020

9 Tanggapan
Masyarakat I

t hari, dari
pengumu
man hasil
seleksi
administra
si sampai
selesai
pengumu
man hasil
seleksi
tertulis)

28 Januari
s/d 5
Februari
2020

31 Januari
s/d 8
Februari
2020

10. 3 hari 8 s/d 10
Februari
2020

9 s/d 11
Februari
2020

Pengumuman hasil
seleksi wawancara

7 hari

12. Tanggapan
ma t Taha II

7 inai 15 s/d 2l Februari2O2O

13. Klarifikasi tanggapan
ma t taha II

4 h.ari 22 sld,25 Februarr 2O2O

14. Pengumuman pasca
hasil klarifikasi
tangapan
masvarakat tahap II

3 hari 26 sld2SFebruarr2O2O

29 Februari 2O2O15. Pelantikan
16. Masa kerja

Pemilihan 2020
PPK 1 Maret s/d 30 November

2020

18 s/d 24
Januari 2O2O

3s/ds
Februari
2020

13

28 s/d 30
Januari 2020

Wawancara

11.

( 10 besar)

15 s/C 2IFebruari2O2O

9 bulan



BA"B III
KESEI(RETARIA'TAN

A. Sekretariat PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin

oleh seorang Sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi

persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

a. PPK berkonsultasi dengan Sekretariat Daerah melalui KPU

Kabupaten Pasaman Barat dalam mengusulkan sekretariat PPK'

b.PPKmelaluiKPUKabupatenPasamanBaratmengusulkan3(tiga)
nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf

sekretariat PPK kepada Bupati Pasaman Barat;

c. Bupati Pasaman Barat memilih dan menetapkan 1 (satu)

nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf

SekretariatPPKdenganKeputusanBupati.Selanjutnyaditetapkan,

diangkat dan dilantik oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat;

d.SekretariatPPKmerupakanbantuandanfasilitasdaripemerintah
daerah;

e. Sekretariat PPK terbentuk paling la.rna 7 (tujuh) hari setelah

Pelantikan anggota PPK;

f. Pelantikan sekretariat PPK dilakukan oieh KPU Kabupaten Pasaman

BaratdisertaidenganpenandatangananPaktalntegritasSekretariat

PPK.

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan Staf

Sekretariat PPK :

Syarat Sekretariat PPK

pernyataan
dijatuhi sanksi

Surat
pernah
pegawai.

tidak
disiplintidak

sanksi
khusus
dari

pernah dijatuhi
disiplin pegawai,
bagi yang berasal
Aparatur SiPil

a

pernyataan indePen
dan tidak berPihak Pada Peser
Pemilihan Gubernur dan W

Gubernur, BuPati dan Wakii BuPa
dan/atau Walikota dan Waki
Walikota

dSurat
berpihak, khusus
yang berasai dari
Aparatur SiPil Negara;

bu

b. independen dan ti

Surat keterangan
puskesmas atau

kesehatan dar
rumah saki

setem t
mampu secara Jasman
dan rohani;

C
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Surat pernyataanBebas
penyalahgunaan
narkotika;

d

Surat Keputusan tentang Pangka
dan
golongan yang bersangkutan.

bagr calon
mempunyai
dan golongan
rendah rendah II/b; dan

e
pangka

engoperasikan Perangkat teknol
ormasl.

mamat pernyataang. Memiliki kemamPuan
dalam mengoPerasikan
perangkat teknologi
informasi.

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan
lembar dan bermaterai cukup serta di tanda
Seiuruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten
Pasaman Barat sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:
a. 1 (satu) rangkaP asli;
b. I (satu) rangkaP salinan.

dibuat dalam
tangani.

satu
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BAB IV

PENUTUP

PetunjukTeknisinidibuatuntukmenjadipedomanbagiKPUKabupaten
pasaman Barat dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020'

15



LAMPIRAN 1I
KEPUTUSAN KOM]SI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 3 /PP.O6.2-Kptl 13t2 /KPU-Kab /t /2o2o
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2O2O

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

KECAMATANPEMILIHANGUBERNURDANWAKILGUBERNUR,BUPATIDAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2O2O

MELALUI SELEKSI TERBUKA

I.FoRMATPENGUMUMANPANITIAPEMILIHANKECAMATANPEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.

2. SURATPENDAFTARAN.
3. SURAT PERNYATAAN
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oMrs't(

KOMISI PEMILIHAN UMUM
I(ABUPATEN PASAMAI{ BARAT

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERITUR DAN WAXIL GUBERNUR' BUPATI DAIT

WAKIL BUPATI PASAMAI{ BARAT
TAHUN 2O2O

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk

Femilihan iubernur dan Wakil Gul-ernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pasaman Barat tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

Barat mengunaang War[a N.g,t" Indoncsia yang memenuhi- kua-lifikasi untuk

mendaftarkan airi mef;.y.Ji 
"anggota Panitia Femilihan Kecamatan untuk

p"-iiifr"" Tahun 2O2O dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK:

a. warga negara Indonesia;
b. benisia pating rendah 17 (tujuh belas) tahun;
.. ".ti" 

t<epada 
"eancasila seUalai dasar Negara' Undang-Undang. Dasar. Negara

- 
n.p"Ufii Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik indonesia'

gt i.r.r.t" Tungga lka, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

a. -.-prr.,yai inle=gritas, pribadi yang kuat' jujur dan adil;

e. tidak menjaai anggota Partai Folitik y-ang dinyatakan. dengan surat
" p"."v",""" vrrre ";lili"u 

paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi

anggota p".t"i potiiif," v"ie Jiu"ktik"tt a!"g"t surat keterangan dari

p"i!r.r"-p".tai politik yang bersangkutan;
f. terJomisili dalam wilayah kerja PPK;

o mamotl secara iasma"i, t"f'"tif' dan bebas dari penyalahguna.an narkotika;

f, il.1p"'Jra-r1"" p"li"g .t"a"n sekolah menengah atas atau sederajat;

i. tidak pernah dipid"i; ;;;^o utta""*kan-putusan pengadilan yang telah

memeroleh kekuatan f,ui<um tetap karena melakukan tindak pidana yang

;i;;.;r" dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

j. tidak pernah af"i"fii 't""t"i pemberhentian tetap oleh KPU

Kabupaten/ Kota ata'u Dewan Kehormaian Penyelenggara Pemilu;

k. belum pernah *""i;;;";--la""i kari dalam jabatan yang sama sebagai

anggota PPK, PPS dan KPPS;

Penghitungan :"U"t""- e"ggota PfK'. lP?. o^" KPPS dalam jabatan yang

sama yaitu t"hh ;;"j;;?i z ia""t kali periode berturut-turut sebagai

anggota PPK, PPS i""'ripps dalam' pelaksanaan Pemilihan Umum DPR'

DPD dan DPRD, P""'iiih"" Umum Presiden dan Wakil Presiden' Pemilihan

Gubernur d"t w"kf a;;;rnur' nupati dan Wakil Bupati dan/atauwalikota

Jan Wakil Walikota dengan periodisasi se^bagai berikut:

a. Periode p.r,""'^iit''ir"l'p'a" t"t'""^zoo+ hingga tahun 20^08;

b. periode t"aua aimuiai pa'da tahun 2009 hingga tahun 2o13;
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c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2023'

1. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesalna penyelenggara

Pemilu;
m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu danlata1u Pemilihan yang

dinyatakan dengan suraf pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima)

tahln tidak tagimenjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan
yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah'

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:
a.SuratPermohonanyang_dittrjukankepadaKetuaKPUPasamanBarat

bermaterai 6.000
b. surat pendaftaran bermaterai 6'0O0.
c. daftar riwayat hiduP.
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik'
..rototopiijazahsekolahmenengahatas/sederajatatauijazahterakhiryang

dilegalisasi oleh pejabat yutg btt*tt'ang atau surat keterangan dari

lem6aga pendidikan formi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan

sedanf menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat'

f. Surat Pernyataan bermaterai 6.000
1) surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara'-Undang-
' Undang Dasar Negara Republik Incionesia Tahun 1945' Negara Kesatuan

Repubilk Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945.
2) surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat' jujur dan

adil.
3) Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5

(lima) 
- tahun atau surat keterangan dari partai politik yang

bersangkutan.
4) surat pirnyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika'

5) Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara -berdasarkan 
putusan

pengadilan y"t g t"t"f' ^memperoieh kekuatan hukum tetap karena

melakukan tinait piaana y"t'i ditt'""ttt dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih.
6) Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap

oleh KPU X"U"p"t""l Xita atau Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu apabila pJ.,uf"rn""judi ang,gota.PPK' PPS dan KPPS.pada Pemilu

atau Pemilih." 
-O"i"t""i a"' Wtttit Gubernur' Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota'

7) Surat p".rry".""i b;i"; pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan

Yang sama sebagai anggota PPK'

8) Surat pernyata# tidJ-berada dalam ikatan perkawinan'

9) Surat p..rry^,u"t'- iia"k petnah 
-menjadi 

tim kampanye salah satu

pasangan"rfo.,a"U-pt'itit'"ttGubeinurdanWakilGubernur'Bupati
dan Wakil eup"tl 

-J"tt 
Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan

Umum.
10) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca' menulis dan

berhitung.

g. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang

alamat domisitinya- 
-b;;d; 

dengan alamat yang tertera dalam fotokopi

Kartu Tanda Penduduk Elektronik'
h. Surat keterangan ;;t;;;;; Jari Puskesmas atau Rumah Sakit vang

ditunjuk
i. p"" fJt. bewama ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar

79



Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:
1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan

2i I isatui .".tgt 
"p 

salinan sebagai arsip caion anggota PPK'

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU

ix"u"-p"i'""1xota) melalui Pos atau imaii dettgan alamat """""" "" "paling
lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui'

(Kabupaten / Kota), (Tanggal)
Ketua KPU (KabuPaten/ Kota)

(Nama Ketua)

20



SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jenis Kelamin

Tempat Tanggal

Lahir/Usia

Pekerjaan/ Jabatan

Alamat

/....... tahun

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan

Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS Kabupaten/ Kota

Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi

ketentual Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum.
20.....

Pendaftar,

Materai
6.000

Keterangan :*) Coret yang tidak diperlukan'

2l
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SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUNTAN

SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jenis Kelamin

Tempat Tanggal lahir/Usia

Pekerjaan/ Jabatan

Alamat

/....... tahun

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota

PPK/ PPS / KPPS Kabupaten/ Kota"..'.'........'. " " " " " " "' :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus

1945;

2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat

pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi

anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari

pengurus partai politik yang bersangkutan;

4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

5. bebas dari penyalahgunaan narkotika;

6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU

Kabupaten/ Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

7. beium pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai

anggota PPK/PPS/KPPS;

8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara

Pemilu;

g. tidak pernah menjadi tim kampanye saiah satu pasangan calon dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur' Bupati dan Wakil Bupati dan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan

10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca' menulis dan

berhitung.
22



Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat

digunakan seba.gai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS KPU

Kabupaten/Kota.....................

20.....

Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

Keterangan :*) Coret yang tidak diperlukan

23
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SURAT PERNYATAAN UNTUK
SEKRETARIAT PPK/PPS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jenis Kelamin

Tempat Tanggal lahir/Usia

Pekerjaan/ Jabatan

Alamat

/....... tahun

Menyatakan denganpebenarnya bahwa saya sebagai calon sekretariat PPK/PPS

Kabupaten/ Kotan).......................... ".... :

1. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi'

2. Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan

Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau walikota

dan Wakil Walikota"*).

3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai***'

4. Bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat

digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sekretariat PPK/PPS KPU

Kabupaten/ Kota

20.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai
6.000

Keterangan:
*) coret yang tidak diPerlukan

**) bagi non ASN
***) bagi ASN

(



DAT'TAR RIWAYAT HIDI'P
CALON P/IIIITIA PEMILIHAIT NECAMATAN, PANITIA

PEMI'I{GUTAN SUARA, DAN NEII)MPIOK PEI{YELEN(rcARA
PEMI'NGUTAII SUARA

1. Nama

2. Jenis Kelamin

3. Tempat Tg1. Lahir
/Usia

4. Pekerjaan / Jabatan

5. Alamat

6. Status Perkawinan

: Laki-laki/perempuan*)

: a. Belum / sudah / pernah kawin )
b. Nama Istri/

c. Jumlah Anak ..... .... . orang.

PAS

PHOTO

3X4

suami*)

7. Pekerjaan

8. Riwayat Pendidikan

9. Pengalaman
Pekerj aal

a. khusus
kepemiluan

a.

b

c.

d

e

a.

b

c

d

a. Non kepemiluan a.

25



b

c

10. Karya
T\rlis/Publikasi

I 1. Pengalaman
Organisasi

a.khusus
kepemiluan/ demok
rasi

a.

b

d

b. Non kepemiluan a

b

c

d

Nama Organisasi Jabatan Tahun

1

2 Dst

13. Lain-lain

DaftarRiwayatHidupinidibuatdengansebenarnyauntukdigunakansebagaibukti
pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten / Kota

Yang membuat Pernyataan,

26

d.

No

(

Keterangan *) coret yang tidat< diperlukan'



LAMPIRAN lII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 3IPP.O6.2-KPLI t3 12 IKPU -Kab I I I 2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
BARAT DAI,AM PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SER'fA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2O2O

1

2
J
4

5
6

FORMATADMINISTRASISELEKSICALoNANGGOTAPANITIAPEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PEI'IYELENGGARA

PEMUNGUTANSUARADALAMPEIIYELENGGARAANPEMILIHANGUBERNURDAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2O2O

TANDA TERIMA PENDAF"TARAN
REKAPITULASI PENDAF-TARAN CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS.

DOKUMEN KELENGKAPAN PENDAF"TARAN CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS.
REKAPITULASIHASILPENELITIANADMINISTRASICALoNANGGoTA
PPK/PPS/KPPS.
HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS.
HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS.
REKAPITULASI NAMA ANGGOTA PPK TERPILIH.

27



TANDA TERIMA PENDAFTARAN

No
Hari
Tangga,l

Telah diterima dokumen pendaftaran Calon Anggota PPK/PPS/KPPS dari:

Nama
.Ienis Kelamin
Tempat/Tanggal
Lahir
Usia
Pendidikan
Pekerj aan
Telp/HP
Alarnat

Petugas yang menenma,

TANDA TERIMA PENDAFTARAN

No
Hari
Tanggal

Teiah diterima dokumen pendaftaran calon Anggota PPK/PPS/KPPS dari:

Narna
.Ienis Kelamin
Tempat/Tanggal
Lahir
Usia
Pendidikarl
Pekerj aan
Telp/HP
Alarnat

Petugas yang menenma,

28
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Penelltlan admlnlstrasi Calon Anggota PPK

Nomor

Pendaftaran

Nama

KETTMMSDokumenNo
1 Surat an

Surat Permohonan di pada Ketua KPU Pasaman

Barat bermaterai 6.000
tujukan2

2 Surat PernYataan dan tangali diatas materaiditanda
6.000
Fotocopy Kartu Tanda Pe

Surat Keterangan Domis
lain bagi calon Yang alam
alamat yarrg tertera d

.,arart (KTP) Elektronik atau
iii dari RT/RW atau sebutan
at domisilinYa berbeda dengan
alam fotokoPi Kartu Tanda

Penduduk Elektronik.

3

i1egalisir
U

dikandi

idialaninJ

tau
di uktikanberhi

asur ta utadazahcto o yangoF pv
yanenemIdar1r petek angan

antsan sedangerb gkuawbah angvatakannem v d r attas SEn aenm ee lahkoSkan gahndm pe
ek cakadanam uan pankemtaant rn psuraa yape
btundanemmdalam

den surat taan untuk KPPS.

4

Surat Keterangan dari Puskesmas atauKesehatan
Rumah Sakit.

5

t HiduDaftar Riw6
lembarPas 2 danbSC4x6ranukuaarnbewoh to7

30

terakhir
formalbaga

menulis,baca,



REKAPITULASI HASIL TES IERTULIS CALON ANGGOTA PPK,/PPS/KPPS

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPAN OANTATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIK

KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN

JENIS
KELAMIN TELP/HPPEKERJAANPENDIOIKANTAt{GGAL

LAHIR
USIA

P

TEMPAT
LAHIR

L

NO

URUT
NAMA

1

2

3

4

5

6

7

8

I
10

31
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HASIL PEilELITIAN ADMINISTRASI CALON AITGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN........

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAISL GT'BERNUR' BUPATI DAN

WAKIL BUPATI DAN/ATAU WAIIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2O2O

1 . Berdasarkan hasil penelitian administrasi Calon Anggota Palitjl
Pemilihan Kecamatan, dengan ini diumumkan nalna-nama yang LULUS

KOMISI PEMILIHAN T,MUM
KABITPATEN/KOTA ..........

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

sebagai berikut :

NO NAMA JENIS KELAMIN ALAMAT

1

2
3
4
5
6
7
8

2. Bagi Calon yang dinyatakan lulus penelitian administrasi' selanjutnya

me"ngikuti tes teitulis yang dilaksanakan pada :

a. Hari/Tanggal:
b. Waktu i

c. Tempat :

34

dst



3. Peserta hadir 30 menit sebelum tes tertulis dengan membawa kartu
identitas diri (KTP) saat pelaksanaan registrasi'

4. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat diganggu gugat'

5. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap

caloi-r anggota iex t.p"a, kPU Kabupat en /Kota dengan melampirkan
identitas yang jelas sampai tanggal

(Kabupaten/ Kota), (Tanggal)
Ketua KPU (KabuPaten/ Kota)

(Nama Ketua)

35



oMts'(

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN

UNTUKPEMILIHANGUBERNURDANWAKILGUBERNUR,BUPATIDAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

TAHUN 2O2O

1

2

Berdasarkan hasil seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan,denganinidiumumkanhasilseleksitertulisberdasarkan
peringkat sebagaimana lamPiran 1

'eagi 6a1on Anglota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 1 sampai 10'

sellnjutnya mengikuti seleksi wawancara yang dilaksanakan pada:

a. Hari/Tanggal
b. Waktu
c. Tempat

......./.........

3. Peserta hadir 30 menit sebelum seleksi wawancara dengan membawa

Kartu Tanda Penduduk saat pelaksanaan registrasi'
4. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat diganggu gugat'

5. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan- secara tertulis terhadap

caloir anggota ief t.pu.a, keu xabupatenf Kota dengan melampirkan

identitas yang jelas sampai tanggal

SimPang EmPat, (Tanggal)
Ketua KPU KabuPaten Pasaman Barat

(Nama Ketua)

36



Lampiran I
Nomor
Perihal

1 . Kecamatan .....

No NAMA JENIS
KELAMIN

AT,AMAT NILAI

t

2

3

4

5

6

7

8

dst

2. Kecamatan

No NAMA JENIS
KELAMIN

ALAMAT NILAI

1

2

3

1

5

6

7

8

dst

3. dst

Simpang EmPat, (Tanggal)
Ketua KPU KabuPaten Pasaman Barat

(Nama Ketua)

37



i(o

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

HASrL SELEKSI WAWANCARA CALON ANCTGOTA PPK/PPS/KPPS""""
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR' BUPATI DAN

WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAXIL WALIKOTA
TAHUN 2O2O

1 . Berdasarkal hasil seleksi wawancara calon Ang8ota Panitia Pemilihan

X."r-"tuo, dengan ini diumumkan nama-narna yang LULUS sebagai

berikut :

ALAMATJENIS
KELAMIN

KECAMATAN

1

2
2

4

6
7

9
10.

Kecamatan
/Nagari..

1

1

2
3
4
5
6

8
9
10.

Kecamatan
/ Nagari..........

2

38

NO NAMA

5.

8.

7



dst

2. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap

calon anggota PPK/PPS kepada KPU Kabupaten/Kota dengan

melampirkan identitas yang jelas sampai tanggal

(KabuPaten / Kota), (Tanggal)
Ketua KPU (KabuPaten/ Kota)

(Nama Ketua)

39



1

2

LAMPIRAN IY
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 3IPP 06.2-Kpt/r3r2IKPU -KabIt I2o2o
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

BARAT DALAM PEMBENTUKAN PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI

DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2O2O

FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ONU PEXTE INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN'

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSANKoMISIPEMILIHANUMUMKABUPATEN/KoTATENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN
TBpuTuseuKoMISIPEMILIHANUMUMKABUPATEN/KoTATENTAN-G
SPTRBTEruNT PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN
3. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KECAMATAN
4. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PEMILIHAN KECAMATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA

40



KABUPATEN/KOTA
NOMOR

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN/ KOTA TENTANG

PENGANGKATAN PPK

47

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KABUPATEN/KOTA." """"
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN

wnr<tl BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

ANGGOTA PPK/PPS/KPPS ..'....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Menimng bahwa untuk melaksanakal ketentuan Pasal 5

ayat (2\ huruf d Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OO4 tentang Pemilihan Gubernur'
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah 

'
terakiir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 teltang
,;;;;; Penet'aPan Peraturan Pemeiintah

eenggirti Undang-Undang Nomor- 1 f3h3n
20li"tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

wJitot" rienjadi Undang-Undang, .P:tl'
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota """"""""""" tentang

P;;;;p"" dan 
' 

Pengangkatan Sekretariat

Anggota PPK/PPS/KPPS """"" " "'
Ka6irpaten/Kota untuk

i( o M-rri



1

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;

Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol5
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negla
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);
Peratural Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata Keda Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggarzt Pemungutan
Suara daiam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur' Bupati dart

Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Kornisi Pemilihan Umum

RepirUlit< Indonesia Nomor 13 Tahun 20 17

(Birita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1498).
Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019

teritang Tahapan, Program dan Jadwal

PenyelJnggaraan Pemilihal Gubernur dan

2

a

42

Mengingat



Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O19 Nomor 151 1).

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA

UMUM
TEI.ITANG

UNTUK

Menetapkan

KESATU

KEDUA

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PPK/PPS/KPPS
KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI

DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA

DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.

Menetapkan:

No NAMA L/P ALAMAT

1

2
a

4
5

sebagai PPK/PPS/KPPS """"""" ""
Kabu"paten/Kota'.....'..'. " " " " untuk Pemilihan

CrU.*". dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wrtif nrp"tl dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wa-li Kota tahun 2020.

Panitia Pemiiihan Kecamatan sebagaimana

ai-rt"ra dalam Diktum KESATU merupakan

"".tr.i."***" 
Pemilihan Gubernur dan Wakil

6"d..""il Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
w"fi Xotr'da.rl Wakil Wa-li Kota Tahun 2o2o di

tingtat Kecarnatan dan dalam melaksanakan

tug-asnya, berpedoman pada ketentuan

peiaturan Perundang-undangan'
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KETiGA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan
tugas Panitia Pemilihan Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah KabuPaten/Kota

.untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan / atau Wa-likota dan Wakil Walikota 'lahun
2020.

Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan
terhitung sejak 1 Maret sampai dengan 30

November 2020.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

(NAMA KETUA)
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KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKERETARIAT PPK/ PPS..

KABUPATEN/KOTA ..

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2O2O

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN/KOTA TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PPK

45

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5

ayal l2l huruf d Undang-Undang Nomor 1

T'ahun 20 15 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OO4 tentang Pemilihan Gubernur'
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
teraklhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O 15 tentang

tentanf Peneiapan Peraturan Pemerintah
eengginti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
20li"tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang, Plrlu
menetapkan Iieputusan Komisi Pemilihan

Ko Mls,

KOMISI PEMILIHAN UMUM



Umum Kabupaten/ Kota ...

Penetapan dan Pengangkatan
Anggota Panitia Pemilihan

tentang
Sekretariat
Kecarnatan

dan Wakil

Mengingat

KabuPaten/ Kota
untuk Pemilihan Gubernur
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2OO4 terrtang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 23' Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1O Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Irlomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Neq13
nepuUtit Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

farntatral l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemiiihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota'
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara' dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota 

- 
sebagaimana diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Repittit Indonesia Nomor 13 Tahun 2017

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2017 Nomor 1498).
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Menetapkan

KESATU

PEMILIHAN
GUBERNUR,

sebagai
Kecamatan

GUBERNUR
BUPATI DAN

Sekeretariat

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 20 19

tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Watikota dan Wakil Walikota
tahun 2O2O sebagaimana dirubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1511).

Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor
tanggal

tentang.. ... .. .. ... .. . ... .

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN/PPS
KABUPATEN/KOTA UNTUK

WAKIL
BUPATI

DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020.

Menetapkan:

DAN
WAKIL

Panitia Pemilihan
KabuPaten/ Kota

untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil BuPatiWakil Gubernur, BuPati dan

dan/atau Waii Kota dan Wakil Wali Kota tahun
2020.
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No NAMA L/P JABATAN
1 SEKRETARIS

2 STAF
SEKRETARIAT
STAF
SEKRETARIAT

Memperhatikan

t



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati
dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahutr
2O2O di tingkat Kecamatan dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan
tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalarn Diktum Kedua
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/ Kota

untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakit Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2020.

Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan
terhitung sejak bulan Malet sampai dengan 30
November 2020.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

(NAMA KETUA)
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FOR"I}IAT PAKTA INTEGRITAS
AI{GGOTA

PANITIA PEMILIHAN
XECAMA'TAN/PPS KPPS

PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PPS/KPPS PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WANIL GUBTRNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2O2O

pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi'

Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki

potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab' Pada

saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan

terselenggara dengan penuh integritas'

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik' pada hari

, bertempat
1n1..............

di

Kecamatan.

tanggal bulan..................tahun.

saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari

Kabupaten/Kota..... . Provin si

Pemilihanbertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan

Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/ atau waiikota

da Wakil Walikota, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia

selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung' umum' bebas'

rahasia, jujur dan adil secara profesional' efektif dan efisien'

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat

kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU' KPU Provinsi' dan KPU

Kabupaten/Kota dengan sungguh-sungguh' terbuka dan penuh

tanggung jawab'
49
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3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta

Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa

terkecuali.

4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan

berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan'

5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS'

6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan

meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi

prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan, dan adil'

7. Menolak pemberian, permintaan, dan perjaajian dalam bentuk apapun

baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang

menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi

peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi

politik tertentu.

8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi' dan nepotisme'

9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemitihan oleh peserta' simpatisan'

masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran

setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan'

t 1. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan'

12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh

waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini' Saya

bersediadikenakansanksimoral,sanksiadministrasi,dandituntutsesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Yang Menvatakan Janji' 
KETUA xorrars?*"rlirLlHAN ,MUM

KABUPATEN/KOTA...'.."" ",
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FORMAT PAKTA INTEGRITAS
SEKRETARIA'T

PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PPS/KPPS

PAKTA INTEGRITAS

AIGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN XECAMATAN
PEMILIHAI{/PPS GUBERNUR DAN WAXIL GUBERNUR' BUPATI DAN

WAIilL BUPATI
TAIIUN 2O2O

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi'

Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki

potensi dibajak oleh individu-indMdu yang tidak bertanggung jawab' Pada

saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan

terselenggara dengan penuh integritas'

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik' pada hari

ln1

di .......................', saya sekretariat Panitia

Kecamatan.... KabuPaten/Kota

Pemilihan Kecamatan dari

bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan

dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan

kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung' umum' bebas'

rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien'

2. Membantu PPK/PPS melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan

Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU' KPU

Provinsi, KPU KabuPaten/ Kota, PPK'
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Provinsi

Pemilihan,
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3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatal dengan sepenuh

waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, Saya

bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Yang Menyatakan Janji, Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA.............,

Ditetapkan di Simpang EmPat

pada tanggal 14 Januari 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd

AL HARIS

Salinan Se Dengal Aslinya
KOMI UMUM

BARAT

ZAI 'YS
I ,,$

i
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